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pada publikasi SEKDA. Metadata tersebut 
antara lain memuat informasi mengenai 
definisi dan cakupan data, serta metodologi. 
Publikasi SEKDA dan metadatanya disajikan 
dalam bentuk cetak serta dapat diakses 
me l a l u i  webs i t e  Bank  I ndone s i a  
(www.bi.go.id).

 Akhirnya kami berharap publikasi 
SEKDA beserta metadatanya dapat 
memberikan nilai lebih bagi pengguna.



Edisi Mei 2025 akan diterbitkan pada
minggu ke III bulan Juni 2025.
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-

1. INFORMASI DASAR

  Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

 Jumlah Bank, Kantor Bank dan Kantor Cabang Serta Jumlah Perusahaan Pembiayaan  

  beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

  Indonesia.

  rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan 
  Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam 

  statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank 

 • Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau 

 Berdasarkan Status Kepemilikan dan Kegiatan Usaha.

1.2. Status Update

 • UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 
1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

  informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

 November 2024.

  informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem 

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

  Keuangan.
 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 
  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 
1.4. Kerahasiaan

  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 
 • Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

1.1. Nama Data



2. PENYAJIAN STATISTIK

 • Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

  bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

 • Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan  

  2)  Bank Perkreditan Rakyat

  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

 • Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

  kegiatannya tidak  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

  dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

 Konsep dan Definisi

  konvensional dan/atau beradasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

 • Berdasarkan fungsi, Bank dapat dibedakan menjadi :

  secara konvensional dan atau beradasarkan prinsip syariah yang dalam 

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

  pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

  1)  Bank Umum

  banyak.

2.1. Deskripsi Data
 • Data memuat jumlah Bank, Kantor Bank dan Kanror Cabang berdasarkan status 
  kepemilikan dan kegiatan usaha serta jumlah Perusahaan Pembiayaan.

 • Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

 • Berdasarkan jenis, Bank Umum dibedakan menjadi :
  1)  Bank devisa : bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia 

  1999 tentang Bank Indonesia.
 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 
  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

  dipublikasikan. 

 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi 

  dipersyaratkan.
  langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang 

1.5. Manajemen Kualitas

  sarana bagi manajemen untuk mengontrol t imel iness stat ist ik yang 

  peraturan yang berlaku.

 • Bank Indonesia menetapkan  yang merupakan 



  1)  Bank Pusat (KP) : kantor Bank yang menjadi induk dalam organisasi Bank 

   wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar   
   Bank, dengan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam 

 • Berdasarkan jenis, kantor bank dibedakan menjadi :

   sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha 

   sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

 • Sementara, berdasarkan kepemilikan, Bank Umum dikelompokkan sebagai 

   dimilik oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank di Indonesia.

   tercantum dalam Undang-Undang mengenai BUMN yang berlaku.

   dalam negeri.

  1)  Bank Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Persero : bank yang 

  2)  Bank Pemerintah Daerah (BPD) : bank yang seluruh atau sebagian besar 

  5)  Bank Asing : Kantor Cabang yang mempunyai alamat dan tempat  

   secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat 

   rupiah dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di 

   modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam 

  berikut :

  2)  Bank non devisa : bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam 

   kedudukan di Indonesia dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang 

   untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing 

   peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.

   Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank 
   Indonesia yang berlaku.

  4)  Bank Campuran : bank yang didirikan dengan komposisi pemegang saham 

   seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana 

 • Berdasarkan kegiatan usaha, terdapat 2 (dua) jenis bank yaitu :

   didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri, yang 

  1)  Bank Konvensional : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 
   konvensional. Terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan 
   Rakyat.
  2)  Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
   Prinsip Syariah, prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 
   fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
   penetapan fatwa di bidang syariah. Terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit 

  3)  Bank Swasta Nasional : bank yang dimilik oleh Swasta Nasional.



  2)  Bank Cabang (KC) : kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha  
   perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada KP atau kepada 

   pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas 
   alamat tempat usaha yang jelas tempat KC melakukan usaha kepada kantor 
   kantor Bank lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada bank, dengan 

  3)  Kantor Cabang Pembantu (KCP) : kantor di bawah KC yang membantu KC 
   melaksanakan kegiatan usaha perbankan.
  4)  Kantor Kas (KK) : kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau 

   usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Kas tersebut melakukan 
   usahanya.

   KCP induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat 

 Cakupan data
 Data yang disajikan hanya mencakup jumlah bank beserta kantor dan perusahaan 
 pembiayaan yang berada di provinsi terkait.

   sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

 Valuta : -

2.3. Satuan Pengukuran

2.4. Periode Acuan
 Bulanan.

 Satuan : Unit

Penyedia/Sumber Data   : Otoritas Jasa Keuangan

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

 Bulanan.

 7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak)
 6 minggu setelah akhir bulan laporan (web)

3. SUMBER DATA

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian diolah oleh Bank Indonesia ke 
dalam bentuk data  dan difilterisasi sesuai kebutuhan penyusunan statistik.

5. DISEMINASI



 Perwakilan Bank Indonesia di masing-masing provinsi terkait.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi
 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

 Data didiseminasikan dalam bentuk elektronik pada website Bank Indonesia 

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 
5.4. Konsistensi

 sebelum tahun berjalan.

 mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

 akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk 

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

 (https://www.bi.go.id) dan/atau dalam bentuk cetak yang dapat diperoleh dari Kantor 

 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 

 Data bersifat final ketika pertama kali dikeluarkan. Perubahan terhadap metodologi 

 pertama kalinya.

5.6. Format Diseminasi
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Departemen Statistik Bank Indonesia
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1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

1.2. Status Update
 November 2024.

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

  beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 
  Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam 

 Simpanan Masyarakat.

 • UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 

1.4. Kerahasiaan

 • Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau 

  rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan 

  Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 

  informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

 • Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena 

  Keuangan.

  informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem 

  kedudukannya profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan 

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

  statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank 
  Indonesia.

 • Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 

  apapun dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan 



  mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas 
  data/statistik sesuai yang dipersyaratkan.
 • BI menetapkan  yang merupakan sarana bagi 

 • Bank Indonesia (BI) secara berkala melakukan review data/statistik untuk 

  manajemen untuk mengontrol timeliness data/statistik yang dipublikasikan.

  informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, 

 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 

  tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau 
  diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

  Sektor Keuangan.

  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 
  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 
  peraturan yang berlaku.

  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

1.5. Manajemen Kualitas

2. PENYAJIAN STATISTIK

  bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) yang 

 Pusat dan Bukan Penduduk.

2.2. Konsep, Difinisi dan Cakupan Data

 Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip 
 Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan Bank Umum dan 

 Konsep dan Definisi

  bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) pada bank umum 

 menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk Giro, Tabungan dan 
 Simpanan Berjangka Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik Pemerintah 

  disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat 
  dipersamakan dengan itu.

  perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

 • Tabungan adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga 

  penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

 syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan 

 • Giro adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan 

2.1. Deskripsi Data

  (saat ini BPR tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk Giro) yang 
  penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat 



  dan BPR berdasarkan antara lain : (i) Kelompok Bank dan Dati II, (ii) Lokasi 

  menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

  Rupiah dan Valuta Asing milik pihak ketiga bukan Bank (tidak termasuk milik 

  dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan 

 • Simpanan Berjangka adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam 

 • Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat 

 • Deposito on Call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat 

  Indonesia, atau yang mempunyai center economic of interest di Indonesia.

 • Bukan Penduduk adalah orang badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak 

 Cakupan data

  pemerintah pusat dan bukan penduduk) yang penarikannya dapat dilakukan 

 • Deposito Berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya 

  pemberitahuan sebelumnya.

  bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.

  kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di 

  klasifikasi Jumlah Nominal.

  berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia 

 

 Data yang disajikan meliputi :
 • Simpanan Masyarakat (Giro, Tabungan, Simpanan Berjangka) pada Bank Umum 

 • Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR menurut Jangka waktu. 

  dengan uang. 

  Kantor Penghimpunan Dana, (iii) Menurut Golongan Pemilik, (iv) serta menurut 

  Simpanan berjangka terdiri dari Deposito Berjangka, Deposits on Call dan 
  Sertifikat Deposito.

2.3. Satuan Pengukuran
 • Satuan : Miliar
 • Valuta : Rupiah

2.4. Periode Acuan
 Bulanan.

3. SUMBER DATA

Penyedia / Sumber Data :
Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Aplikasi Pelapor Online OJK (Apolo)

4. PENGOLAHAN STATISTIK



Metode  Penghitungan :
 • Dalam melakukan kompilasi data, apabila sampai batas waktu penyampaian online 
  terdapat bank pelapor yang belum menyampaikan pelaporan LBUT maupun 
  APOLO OJK maka dilakukan proses substitusi dengan menggunakan data periode 

 • Angka simpanan masyarakat khususnya yang berasal dari Bank Umum 

  atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh 

 • Metode pencatatan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
Metode  Pencatatan :

  Konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya 
  perolehan diamortisasi atau nilai wajar.

  bulan sebelumnya (data sementara).

  untuk perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan JISDOR.

 • Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) 

  Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Sementara itu, 

 • Nilai Wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu 
  kerugian penurunan nilai.

  suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.

  melakukan transaksi wajar  

 • Biaya Perolehan Diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban 

  kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk 

  suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh 
  ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode 
  keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, 

  temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan 

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian
 Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu
 7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi
 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 
 sebelum tahun berjalan.



 Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.
5.5. Revisi Data

 baru dikeluarkan untuk pertama kalinya.
 Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi 

 mencapai konsistensi data.

 Data disajikan dalam bentuk excel.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi
 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

5.4. Konsistensi

5.6. Format Diseminasi

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 
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1. INFORMASI DASAR

1.2. Status Update  : Desember 2022

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

1.1. Nama Data  :  Pinjaman Yang Diberikan

  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 

  Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 
 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang 

  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik 

1.4. Kerahasiaan

  bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

  Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

  statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

  1999 tentang Bank Indonesia.

  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

  Dalam rangka pengolahan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai 

 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan  

 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 

  Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan 



2. PENYAJIAN STATISTIK

  asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman 

  atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik 
  dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan 

  yang diberikan kepada debitur yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas 

  menanggung risiko. Salah satu ciri pinjaman tersebut adalah bank penyalur 

 • Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

  (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya 
  mencakup pinjaman Bank Umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia.

  pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta 

  kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

 • Pinjaman kelolaan adalah pinjaman yang diberikan kepada debitur melalui 

  berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia 

  bank pelapor dan atas pemberian kredit tersebut bank pelapor tidak 

2.1. Deskripsi Data

 • Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada 
  Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, 

 • Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak 

  kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di 
  Indonesia.

  tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh fee.

 • Pinjaman dalam rangka penerusan kredit Bank Indonesia adalah pinjaman 

  penyaluran kredit ini bank pelapor tidak menanggung risiko.

 • Pinjaman nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka 
  bantuan proyek adalah pinjaman dalam Rupiah yang merupakan nilai lawan 

 • Pinjaman bantuan proyek adalah penyaluran pinjaman oleh bank pelapor 

  proyek milik pemerintah atau swasta, berupa barang modal atau kebutuhan 
  devisa lainnya 

  kepada debitur yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang 

  valuta asing dalam rangka bantuan proyek.

  penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan 

 • Bank Indonesia menetapkan  yang merupakan 

1.5. Manajemen Kualitas

  sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan. 

  peraturan yang berlaku.

  diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.

  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah yang 



 • Biaya Lokal Rekening Dana Investasi (RDI) adalah pinjaman yang diberikan 

 • Pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek adalah pinjaman kepada debitur 
  dimana dana yang disalurkan oleh bank pelapor tidak berupa nilai lawan valuta 
  asing bantuan proyek. Dalam hal ini bank pelaksana tidak menanggung risiko 
  atas penyaluran pinjaman tersebut. Termasuk dalam kredit ini adalah kredit 
  investasi yang dananya berasal dari rekening dana investasi. 

  untuk keperluan biaya lokal dalam rangka bantuan proyek yang berasal dari RDI.

 • Kelonggaran Tarik adalah fasilitas pinjaman yang belum jatuh tempo dan masih 
  bisa direalisasikan/ditarik oleh nasabah. 

 • Pinjaman Modal Kerja adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan untuk 
  membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan, misalnya 

  prospek usaha, kondisi keuangan, dengan menekankan pada arus kas debitur 

  modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek, dan atau pendirian usaha baru.

  dan kemampuan membayar. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, 

  Pemilikan Rumah (KPR), ruko, rukan, dll. 

  kolektibilitas pinjaman dikelompokkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, 

  pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, 

  dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman 
 • Pinjaman Konsumsi adalah pemberian pinjaman untuk keperluan konsumsi 

  pinjaman untuk properti, pinjaman untuk agrobisnis, dll.  

 • Pinjaman berdasarkan Koletibilitas adalah pinjaman yang dinilai berdasarkan 

 • Pinjaman Investasi adalah pinjaman jangka menengah/panjang untuk 

  Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 

  memenuhi ketentuan Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia 

  Kelompok Bank, Sektor Ekonomi, Jenis Penggunaan (Modal Kerja, Investasi, 

    1.  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

  mengenai KUK beserta ketentuan-ketentuan tambahan dan perubahannya.
  .

  dan Golongan Debitur.

  Pusat dan Bukan Penduduk.

    2.  Pertambangan dan Penggalian 
    3.  Industri Pengolahan

 • Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR (termasuk syariah) menurut 

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

  Konsumsi), Berdasarkan Lokasi Proyek, Dati II Lokasi Proyek, Lokasi Bank Pelapor, 

   a.  Pertanian Berdasarkan Lapangan Usaha

 • Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

 Data yang disajikan meliputi :

 • Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha terdiri dari :

  Pinjaman yang diberikan tersebut tidak termasuk pinjaman kepada Pemerintah 



    7.   Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

    5.   Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

    17. Jasa Lainnya

    1. Rumah Tinggal

    3. Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)

    4.   Pengadaan Listrik dan Gas

    13. Jasa Perusahaan

    8.  Transportasi dan Pergudangan

    11. Jasa Keuangan dan Asuransi

    14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

    6.   Konstruksi

    10. Informasi dan Komunikasi

    15. Jasa Pendidikan

    12. Real Estate

    16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya

    9.  Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

   b. Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha (Konsumsi Rumah Tangga)

    2. Flat dan Apartemen

    5. Lainnya
 • Pinjaman UMKM yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Dati II Lokasi 

2.3. Satuan Pengukuran

 • Valuta : Rupiah

2.4. Periode Acuan

  Proyek Kelompok Bank, Jenis Penggunaan, Kriteria Usaha, serta Lapangan Usaha.

    4. Kendaraan Bermotor

 Bulanan.

 • Satuan : Miliar

        Pelaporan Online OJK (APOLO)

3.2. Ketepatan Waktu : 7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan.

3.1. Penyedia / Sumber Data : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Aplikasi  

3. SUMBER DATA

4. PENGOLAHAN STATISTIK

 • Data dilaporkan oleh perbankan melalui LBUT dan APOLO OJK.
Metode  Pengumpulan Data :



  data, apabila sampai batas waktu penyampaian online terdapat bank pelapor 
  yang belum menyampaikan laporan LBUT maupun APOLO OJK, maka dilakukan 

Metode  Penghitungan :

 • APOLO OJK dikonversi menjadi format BPR SAK-ETAP
 • Hasil konversi dan konsolidasi LBU dan LBPR diproses lebih lanjut menjadi data 
  pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR. Dalam melakukan kompilasi 

 • LBUT terlebih dahulu dikonversi menjadi format LBU konvensional.

 • Metode pencatatan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

  berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi 

  aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.

  konversi rekening valuta asing menggunakan kurs tengah BI. Angka pinjaman 

 • Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban 

  nilai.

  sementara).

Metode  Pencatatan :

  ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku 

  atau nilai wajar.

  bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. 

  proses subst itus i  dengan menggunakan data bulan sebelumnya (data 

  Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan 

  Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Perhitungan 

  keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, 

 • Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau 

  diberikan khususnya yang berasal dari Bank Umum konvensional disajikan 

  nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu 

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian
 Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu
 7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi
 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 
 sebelum tahun berjalan.



 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 

5.6. Format Diseminasi

 Data bersifat sementara (*) pada saat pertama kali dipublikasikan. Perubahan 

5.4. Konsistensi

 mencapai konsistensi data.

 terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru 

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

 Data disajikan dalam bentuk excel.

5.5. Revisi Data

 dikeluarkan untuk pertama kalinya.

 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).



0. KONTAK

M E T A D A T A

0.3. Nomor Telepon
0.2. Alamat

0.4. Nomor Faksmili

0.1. Penyelenggara Statistik 

0.5. Alamat Email

:
:
:

:
:

1500131 (dari dalam dan luar negeri)

bicara@bi.go.id 
-

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
Departemen Statistik Bank Indonesia

1. INFORMASI DASAR

1.2. Status Update  :  Desember 2022.

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

  Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 

1.1. Nama Data  :  Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

  tentang Bank Indonesia.

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 
  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 

  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

  Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

1.4. Kerahasiaan
 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 
  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  1999 tentang Bank Indonesia.

  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 



  peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas
 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi 

  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

  langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang 
  dipersyaratkan.
 • Bank Indonesia menetapkan  yang merupakan 
  sarana bagi manajemen untuk mengontrol t imel iness stat ist ik yang 
  dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

  mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU No. 

 Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
 dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan 

2.1. Deskripsi Data

 UMKM yang berlaku.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data
 Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu :

 atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak 

 1. Kredit kepada Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha 

  Berdasarkan UU tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan 
  

 ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai Undang-Undang tentang 

   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 
    juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

    ratus juta rupiah).

  20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 

 2. Kredit kepada Usaha Kecil adalah pemberian kredit kepada debitur usaha kecil 

  Berdasarkan UU tersebut,  Usaha Keci l  adalah usaha ekonomi yang 
  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

  2008 Tentang UMKM.

  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga 

  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu :

  yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 



 3. Kredit kepada Usaha Menengah adalah pemberian kredit kepada debitur usaha 

  menengah atau usaha besar, yaitu :
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

  UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
 

  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

  kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

    juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

  sebagaimana diatur dalam memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur 

  dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

    juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga 

  menengah yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam 

  Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
  dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

    (dua miliar lima ratus juta rupiah).
    ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 

  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar  

 Data kredit UMKM disajikan dengan berbagai variasi, antara lain : kredit UMKM per 

    (lima puluh miliar rupiah).

    miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
    juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh 

 • Valuta : Rupiah

2.3. Satuan Pengukuran

 dan kredit UMKM berdasarkan skala usaha : Mikro, Kecil, dan Menengah 

 • Satuan : Juta

    lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 

 berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4. Periode Acuan
 Bulanan.

 lapangan usaha, kredit UMKM per jenis penggunaan (Modal kerja dan Investasi), 



3. SUMBER DATA

3.1. Penyedia / Sumber Data : Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)

3.2. Ketepatan Waktu : 7 minggu setelah akhir bulan laporan.

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data disusun berdasarkan gabungan LBU dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia.

5. DISEMINASI

 publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

5.4. Konsistensi

5.1. Frekuensi Pendiseminasian
 Bulanan.

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 

 7 minggu setelah akhir bulan laporan.

 Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan pada 

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi
 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 
 sebelum tahun berjalan.

 mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

5.6. Format Diseminasi
 Data disajikan dalam bentuk excel.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi
 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).



0. KONTAK

M E T A D A T A

0.1. Penyelenggara Statistik 

0.3. Nomor Telepon
0.2. Alamat

0.4. Nomor Faksmili
0.5. Alamat Email

:

:
:
:

:

Departemen Statistik Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta

bicara@bi.go.id 

1500131 (dari dalam dan luar negeri)
-

1. INFORMASI DASAR

1.2. Status Update :      Desember 2022.

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan
 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang 
  Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 
  Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 
  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 
  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

1.1. Nama Data  :  Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Kosong di Wilayah Kliring.

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 

  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

1.4. Kerahasiaan
 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 
  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

  Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

  1999 tentang Bank Indonesia.

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 



2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

  yang penyelesaikan akhirnya dilakukan secara nasional.  

 • Wilayah Kliring adalah suatu wilayah yang telah disetujui oleh penyelenggara 

 • Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar 

  perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

 • Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data keuangan dalam format 
  elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada penyelenggaraan 
  SKNBI.

 • Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI 

  peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang 

  adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit 

 • Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.  

 • Kliring Debet Pengembalian adalah kegiatan dalam SKNBI untuk menolak 
  atau mengembalikan transfer debet yang telah dilakukan melalui Kliring Debet.

 • Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.

  untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Warkat Debit.

  Kliring Kredit yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

  pada periode waktu tertentu.

 • Perputaran Kliring Kredit (Nominal) adalah nominal/nilai dari DKE pada 

  dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

 • Perputaran Kliring Kredit (Volume) adalah jumlah DKE pada Kliring Kredit 

  tertentu yang meliputi instrumen Cek, Bilyet Giro, dan Warkat Debet Lainnya.

  kegiatan SKNBI. 

  pada Kliring Debet Penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu 
 • Perputaran Kliring Debit Penyerahan (Volume) adalah jumlah dari DKE 

 • Bank Peserta Kliring adalah kantor Bank yang terdaftar untuk mengikuti 

 • Perputaran Kliring (Volume) adalah jumlah DKE yang diproses dalam SKNBI 

  yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

 • Perputaran Kliring (Nominal) adalah nominal/nilai dari DKE yang diproses 

  peraturan yang berlaku.
  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah 

  sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan. 

  yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.

1.5. Manajemen Kualitas

 • Bank Indonesia menetapkan  yang merupakan 



  

  Lainnya.

  ditutup.

  DKE pada Kliring Debet Penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode 
 • Perputaran Kliring Debit Penyerahan (Nominal) adalah nominal/nilai dari 

 • Cek Kosong adalah instrumen pembayaran dalam bentuk cek yang ditolak 
  dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening giro/rekening khusus telah 

  waktu tertentu yang meliputi instrumen Cek, Bilyet Giro, dan Warkat Debet 

  - Nominal Perputaran Bilyet Giro per Wilayah

 • Perputaran Cek/Bilyet Giro Kosong (Nominal) adalah nominal Cek dan 

  atau rekening giro/rekening khusus telah ditutup.

  ditolak dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening giro/rekening khusus 
  telah ditutup.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

 c. Kliring Debet Penyerahan

 • Perputaran Cek/Bilyet Giro Kosong (Lembar) adalah volume Cek dan Bilyet  

  - Nominal Perputaran Kliring Kredit per Wilayah

  Giro yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening giro/rekening 

  Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening 

 a. Perputaran Kliring

  - Nominal

  dan Warkat Debet Lainnya yang ditolak dengan alasan selain saldo tidak cukup 

  khusus telah ditutup pada periode waktu tertentu.

 

  - Volume Perputaran Kliring Kredit per Wilayah

  - Volume Perputaran Kliring Kredit Total

  - Volume Perputaran Cek per Wilayah

  - Volume Perputaran Bilyet Giro per Wilayah

  - Volume Perputaran Warkat Debet Lainnya per Wilayah

  - Nominal Perputaran Kliring Kredit Total 

  - Volume Perputaran Cek Total

  - Volume

 b. Kliring Kredit

 Cakupan data Perputaran Kliring meliputi :

  - Nominal Perputaran Cek per Wilayah

  giro/rekening khusus telah ditutup pada periode waktu tertentu.

  - Nominal Perputaran Warkat Debet Lainnya per Wilayah

 • Bilyet Giro Kosong adalah instrumen pembayaran dalam bentuk bilyet Giro yang 

 • Warkat Pengembalian Lainnya adalah semua warkat Debet (Cek, Bilyet Giro, 

  - Nominal Perputaran Cek Total



 

  - Volume Perputaran Warkat Debet Lainnya Total
  - Nominal Perputaran Bilyet Giro Tota  l
  - Volume Perputaran Bilyet Giro Total

  - Nominal Perputaran Warkat Debet Lainnya Total

  - Volume Perputaran Kliring Debet Pengembalian per Wilayah

  - Volume Perputaran Kliring Debet Pengembalian Total
  - Nominal Perputaran Kliring Debet Pengembalian Total 

 d. Kliring Debet Pengembalian

  - Volume Perputaran Cek Kosong per Wilayah
  - Nominal Perputaran Cek Kosong per Wilayah
  - Volume Perputaran Bilyet Giro Kosong per Wilayah

  - Volume Perputaran Cek Kosong Total
  - Nominal Perputaran Cek Kosong Total
  - Volume Perputaran Bilyet Giro Kosong Total

 e. Penarikan Cek/BG Kosong

  - Nominal Perputaran Bilyet Giro Kosong Total
 f. Bank Peserta Kliring
  - Nama Bank Peserta Kliring
  - Nama Kota Lokasi Kantor Pusat Bank Peserta Kliring

  - Nominal Perputaran Kliring Debet Pengembalian per Wilayah

  - Nominal Perputaran Bilyet Giro Kosong per Wilayah

  

2.4. Periode Acuan

2.3. Satuan Pengukuran

 • Valuta : -
 • Satuan : -

 Bulanan.

3. SUMBER DATA

3.1. Penyedia / Sumber Data : Enterprise Datawarehouse Sistem Pembayaran - EDW 
     SP Bank Indonesia

3.2. Ketepatan Waktu : 6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).
     7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Sumber data Kliring diperoleh dari penyelenggaraan SKNBI yang dilakukan oleh Departemen 



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Data EDW ditarik dan disajikan oleh masing-masing KPw 
sesuai dengan periode diseminasi.

5. DISEMINASI

5.6. Format Diseminasi

 7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).
 6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).

 sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi
 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 

 Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

5.5. Revisi Data
 Data bersifat final ketika pertama kali dikeluarkan. Perubahan terhadap metodologi 

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

 pertama kalinya.

 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 

 Data disajikan dalam bentuk excel.

 mencapai konsistensi data.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

 akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk 

 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi
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1500131 (dari dalam dan luar negeri)
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Departemen Statistik Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data  :  Perdagangan Luar Negeri.

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

1.2. Status Update  : Desember 2022.

  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang 

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 

  Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6  
  Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 
  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 

  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

1.4. Kerahasiaan

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 

  1999 tentang Bank Indonesia.
 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 

  Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 



  sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan.

  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

1.5. Manajemen Kualitas
 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah 
  yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.

  peraturan yang berlaku. 

 • Bank Indonesia menetapkan yang merupakan 

2. PENYAJIAN STATISTIK

.2.1. Manajemen Kualitas

  dan barang selundupan.

 suatu periode tertentu yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk 

 • Data mencakup semua barang yang keluar atau masuk wilayah teritori Indonesia 

  merupakan ekspor, sementara barang yang dibawa masuk ke teritori Indonesia, 

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

 • Data mencakup semua pelaku transaksi perdagangan luar negeri, baik institusi 

 Perdagangan luar negeri menggambarkan transaksi ekspor dan impor barang dalam 

  pemerintah maupun perusahaan termasuk lembaga keuangan.

 • Data mencakup kapal laut, pesawat udara, mesin-mesin, dan alat berat 

  perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

   Barang yang dibawa ke luar dari teritori Indonesia 

  militer, barang ekspedisi, barang pameran, perdagangan ulang-alik  

  apakah untuk dikonsumsi, diproses, atau sebagai barang modal, merupakan impor.

 • Data mencakup pula ekspor gas alam yang dilakukan melalui pipa 

 • Data mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat serta kawasan 

 • Selain perdagangan barang yang melintasi wilayah teritori Indonesia, data juga 
  mencakup penyediaan barang (seperti bahan bakar, air, katering, dan perbekalan 
  lainnya) kepada alat pengangkutan di pelabuhan 

2.3. Satuan Pengukuran
 • Volume ekspor dan impor nonmigas didiseminasikan dalam satuan berat ton. 

  melintasi wilayah teritori Indonesia (antara lain satelit).

 • Data tidak mencakup barang untuk keperluan diplomatik, sebagian dari barang 

  sewa-beli 

 Indonesia.



  jenis produk kilang dengan satuan Metrik Ton (MT) dikonversi dengan 

 • Volume ekspor LNG dan gas alam (NG) adalah dalam satuan BTU  

 Bulanan.

  Volume dalam satuan lainnya dikonversi menjadi kilogram dengan menggunakan 

 • Volume ekspor minyak mentah dan produk kilang adalah dalam barel. Beberapa 

2.4. Periode Acuan

  ukuran konversi internasional.

  menggunakan konversi 1 MT = 7,3 barel.

  sedangkan satuan ekspor LPG adalah Metrik Ton (MT).

3. SUMBER DATA

 • Sumber data ekspor impor pada statistik NPI terdiri dari :
  1) Kementerian Keuangan : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
  2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : Direktorat Jenderal Minyak dan 

3.1. Penyedia / Sumber Data : 

   Gas Bumi (Ditjen Migas).
  3) Satuan Kerja Khusu Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
   Migas), Kementerian ESDM, d/h Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
   dan Gas Bumi (BP Migas).
  4) Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Minyak dan Gas.
  5) Perusahaan Penerbangan (Maskapai).

     : Minggu ke-8 setelah akhir bulan laporan (publikasi 
3.2. Ketepatan Waktu : Minggu ke-6 setelah akhir bulan laporan (SEKDA web).

  6) Bank Indonesia : Sistem Pelaporan Lalu Lintas Devis (LLD).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

  (PPE) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI), diolah dan dirinci lebih lanjut 

  yang disusun berdasarkan nomenklatur
  berdasarkan kelompok barang. Data ekspor dirinci menurut komoditas per sektor 

  maupun impor juga dirinci berdasarkan negara tujuan (untuk ekspor) dan negara asal 
  barang berdasarkan nomenklatur Data ekspor 

  (untuk impor), serta dirinci berdasarkan jenis valuta yang digunakan dalam melakukan 

 • Data ekspor nonmigas yang bersumber dari dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor 

  transaksi ekspor maupun impor.

Metode  Pengumpulan  Data :



  untuk mengonversi nilai impor CIF ke FoB.

 

  transportasi (hanya berlaku untuk transportasi air) dan asuransi untuk barang yang 

Metode  Penghitungan  :

  tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barng dan 

  perdagangan yang berkaitan dengan pengiriman barang yang menyangkut hak dan 

  biaya pengangkutan ke dermaga dan biaya pemuatan di atas kapal. Harga barang CIF 

 • Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas 

  pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor (PP No.33 
  pengepakan atas barang dan bahan asal impor, atau barang dan bahan dari dalam 

 • (FoB dan (CIF) merupakan istilah  

  kewajiban pembeli dan penjual barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air 

  dikirim, sampai barang tiba di pelabuhan negara pembeli.

  berdasarkan informasi yang tersedia pada saat barang akan dikirimkan 

Metode  Pencatatan  Data  :

  Tahun 1996). 

  (berdasarkan definisi Incoterms yang dikeluarkan oleh 

  berdasarkan CIF  Namun demikian, data impor pada 

  bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan akhir, dan 

 • Data ekspor dicatat berdasarkan FoB  sementara data impor 

 • Statistik perdagangan luar negeri pada dasarnya mengacu pada 

  alam (Natural Gas), ekspor LPG  dan gas lainnya 

  prinsip change of ownership sebagaimana diatur dalam 

 • Negara asal adalah negara tempat suatu barang diproduksi. 

  merupakan harga yang dibebankan penjual kepada pembeli, termasuk biaya 

  Neraca Pembayaran Indonesia yang disajikan pada kelompok transaksi barang 

 • Ekspor gas terdiri dari ekspor gas alam cair  ekspor gas 

   dihitung berdasarkan FoB. Estimasi rasio CIF digunakan 

 • Negara tujuan adalah negara yang menjadi tujuan akhir pengiriman barang 

 • Ekspor minyak terdiri dari ekspor minyak mentah dan produk kilang 



 • Data didiseminasikan dalam dolar Amerika (USD). Data yang dilaporkan dalam valuta 

 • Pencatatan transaksi sebagian besar dilakukan secara akrual  Data 
  laporan.

  transaksi perdagangan luar negeri yang bersumber dari Laporan Lalu Lintas Devisa 
  (LLD) dicatat pada saat setelmen transaksi terjadi 

  selain USD dikonversi ke USD dengan menggunakan kurs rata-rata pada bulan

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

 Minggu ke-6 setelah akhir bulan laporan (SEKDA Web).

 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

 sebelum tahun berjalan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 

 Minggu ke-8 setelah akhir bulan laporan (Publikasi Cetak).

 mencapai konsistensi data.

 Pada saat publikasi data PDRB tahunan, data masih bersifat sangat sementara (**). 

 dipublikasikan.

 Data disajikan dalam bentuk cetak dan pdf.

 Data berubah menjadi sementara (*) pada tahun berikutnya. Data berubah menjadi 

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi
 Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

 Bulanan.

5.6. Format Diseminasi

5.4. Konsistensi

5.5. Revisi Data

 final (angka tetap, tanpa tanda bintang) pada tahun ketiga sejak data tersebut 
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1. INFORMASI DASAR

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 

  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang 

  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 
  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

1.2. Status Update :      Desember 2022.

  Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6  

1.1. Nama Data  :   Indeks Harga Konsumen (IHK).

  Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 
  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

  Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

1.4. Kerahasiaan
 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 

  1999 tentang Bank Indonesia.
 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 
  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 



2. PENYAJIAN STATISTIK

 • Sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2019, data IHK mencakup 66 kota di 

  kaki; (3) perumahan air, listrik, dan bahan-bahan lainnya; (4) perlengkapan, 

 Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan 

  Indonesia yang meliputi 744 komoditas barang dan jasa (238 - 397 jenis barang dan 

 informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan 

 dikonsumsi masyarakat. 

2.1. Deskripsi Data

  cakupan kota SBH 2012 dan 8 kota merupakan kota baru pada SBH 2018. Indeks 

  11 kelompok, yaitu : (1) makanan, minuman, dan tembakau; (2) pakaian dan alas 

  (7) informasi, komunikasi dan jasa keuangan; (8) rekreasi, olahraga, dan budaya ; 
  (9) pendidikan; (10) penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta (11) 
  perawatan pribadi dan jasa lainnya.

  seluruh Indonesia. Indeks secara keseluruhan meliputi 774 komoditas barang dan jasa 
  (284 - 441 komoditas barang dan jasa per kota) yang kemudian diklasifikasikan 

  jasa keuangan.
  

  peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (5) kesehatan; (6) transportasi ; 

 • Sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini, data IHK mencakup 90 kota, yang 
  terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. 82 kota merupakan 

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

  secara keseluruhan meliputi 835 komoditas yang kemudian diklasifikasikan menjadi 

 IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen 

  

  dan tembakau; (3) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (4) sandang; (5) 
  menjadi 7 kelompok, yaitu : (1) bahan makanan; (2) makanan jadi, minuman, rokok 

  kesehatan; (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga; serta (7) transpor, komunikasi, dan 

 • Sejak Januari 2004 sampai dengan Mei 2008, IHK mencakup 45 kota di seluruh 

  jasa per kota).

1.5. Manajemen Kualitas

 • Bank Indonesia menetapkan  yang merupakan 
  sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan. 

  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

  yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.

  peraturan yang berlaku.

 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah 



 • Sebelumnya, IHK mencakup 27 ibukota provinsi, terdiri dari 200 - 225 komoditas 

2.4. Periode Acuan

  seluruh Indonesia yang meliputi 662 komoditas barang dan jasa (249 - 353 komoditas 
  per kota). Namun pada November 1999 Kota Dili dikeluarkan dari perhitungan indeks, 

2.3. Satuan Pengukuran

  barang dan jasa per kota dengan menggunakan SBH tahun 1988 - 1989.

 • Sejak April 1998 sampai dengan Desember 2003, IHK mencakup 44 kota di 

  sehingga perhitungan IHK gabungan selanjutnya mencakup 43 kota.

 Bulanan.

 Data dinyatakan dalam bentuk indeks.

3. SUMBER DATA

3.1. Penyedia / Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 

3.2. Ketepatan Waktu : Minggu I setelah akhir bulan laporan (web).
      Minggu II setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

 • Komoditas barang dan jasa yang dipilih dalam perhitungan IHK didasarkan pada Survei 

 • Sejak Januari 2020, perhitungan IHK dilakukan oleh BPS setiap bulan berdasarkan SBH 
  2018 yang dilaksanakan di 90 kota yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 
  kota/kabupaten. Barang dan jasa yang dipilih bervariasi antara 248 - 473 jenis komoditas 

  paket komoditas, penimbang, dan tahun dasar dalam pengolahan IHK.

Metode  Pengumpulan  Data :

  Biaya Hidup (SBH) 2018. Data SBH tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

  per kota dan secara keseluruhan terdiri dari 835 komoditas yang diklasifikasikan menjadi 

  sedangkan yang terbanyak di kota Jakarta yaitu 473 komoditas.
  11 kelompok. Jumlah komoditas terendah di kota Sintang sebanyak 248 komoditas, 

  pedagang eceran dan merupakan harga transaksi. Observasi harga dilakukan secara 
  harian, mingguan, dua mingguan dan bulanan. Dari setiap kota, data harga 
  dikumpulkan pada beberapaa pasar tradisional maupun pasar modern yang mewakili 
  harga di kota tersebut. Data dari masing-masing komoditas diperoleh dari 3 atau 4 

 • Data harga barang dan jasa yang dikumpulkan/dicacah adalah harga di tingkat 

  outlet dan dikumpulkan langsung dari pemantauan harga 



  1. IHK dihitung menggunakan metode  dengan rumus :

Metode  Penghitungan  :
 • Teknis kompilasi yang digunakan adalah :

  2. Persentase perubahan IHK dihitung sebagai berikut :
   - Persentase perubahan IHK bulanan  dihitung 
    dengan rumus :

    metode  dengan dasar IHK bulan Desember tahun sebelumnya (t-1) 
    , dengan rumus :

   - Persentase perubahan IHK menurut tahun kalender bulan ke-n dihitung dengan 

   - Persentase perubahan IHK secara tahunan  bulan ke-n dihitung 
    dengan metode  dengan dasar IHK bulan yang sama tahun 

 yang diperoleh dari SBH 2018.
• Mulai Januari 2020 perhitungan IHK dilakukan oleh BPS berdasarkan tahun dasar 2018 

    sebelumnya (t-1), dengan  rumus :

: IHK bulan ke-n
: IHK bulan ke-(n-1)

Dimana:

IHK bulan (m-t-m)

Dimana:
: Indeks bulan ke-n
: Harga jenis komodi� i pada bulan ke-n
: Harga jenis komodi� i pada bulan ke-n-1
: Nilai konsumsi jenis komodi� i bulan ke n-1
: Nilai konsumsi jenis komodi� i pada tahun dasar

IHK year-to-date (y-t-d)

Dimana:
: IHK bulan ke-n tahun ke-t
: IHK bulan Desember tahun ke-(t-1)

Des(t-1)

Des.(n-1)

IHK year-on-year (y-o-y)

Dimana:
: IHK bulan ke-n tahun ke-t
: IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)t.(n-1)



5. DISEMINASI

 Bulanan.

 metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

 Minggu I setelah akhir bulan laporan (web).
5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

 sebelum tahun berjalan.

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 
 mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data 
 Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.

 Minggu II setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

 Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan 

 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 

5.4. Konsistensi

5.6. Format Diseminasi
 Data disajikan dalam bentuk exel.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

 • Website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).
 • Website BPS (https://www.bps.go.id/).
 • Website SDDS/IMF (https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/Default.aspx).

 Data dapat diakses pada :

• Sebelum periode April 1998 perhitungan IHK menggunakan SBH tahun 1988-1989.
  1996  (1996=100) yang diperoleh dari SBH tahun 1988-1989.

  2012  (2012=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2012.

• Perhitungan IHK telah mengalami beberapa kali perubahan tahun dasar mencakup 

 - Pada periode Juni 2008 - Desember 2019 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 
 perubahan bobot, cakupan komoditas, dan kota, yaitu :

 - Pada periode Januari 2004 - Mei 2008 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 
  2002  (2002=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2002.
 - Pada periode April 1998 - Desember 2003 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 
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1. INFORMASI DASAR

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan
 • Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang 

1.1. Nama Data  :  Produk Domestik Regional Bruto.

1.2. Status Update  : Desember 2022.

  Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 
  Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

  Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 
  strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna 
  mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

 • Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga 

1.4. Kerahasiaan

  publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan 

 • Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) 

  1999 tentang Bank Indonesia.

  menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

 • Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi 
  publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

  sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) 
  Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia 

  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 



  yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
 • Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah 
1.5. Manajemen Kualitas

  peraturan yang berlaku.

 • Bank Indonesia menetapkan yang merupakan 
  sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan. 

  informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan 

2. PENYAJIAN STATISTIK

 • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting 

2.1. Deskripsi Data

  baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

 • PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
  unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan 

  untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, 

  jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

  dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga 
  konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

 • PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 
 

  menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

  merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga 

 • PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber 

  dipengaruhi oleh faktor harga.

  PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
  daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, 

  menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit 

  konstan.

  macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan 
 • Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga 

  ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 

 • PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan 

  pendekatan pendapatan. 
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    Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Penggalian Sampah, Limbah dan 

    Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 
    yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka 

    Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-

    Tetap Bruto (PMTB); (5) Perubahan Inventori; dan (6) Net Ekspor total 

    merupakan ekspor luar negeri dikurangi impor luar negeri dan net ekspor antar 

    Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

    Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

  1.  Pendekatan Produksi :

    Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir 
  2.  Pendekatan Pengeluaran :

    dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu : (1) Pertanian, Kehutanan 
    dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) 

    waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini 

    Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan 
    Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real 
    Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

    Lainnya; serta (17) Jasa Lainnya.

    yang terdiri dari : (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT); (2) 

    LNPRT); (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); (4) Pembentukan Modal 

    (merupakan ekspor total dikurangi impor total; di 13 Provinsi perhitungannya 

    daerah).

  3.  Pendekatan Pendapatan :

    daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang 

    Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima 

    semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. 
    Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung 

    oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 

    neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).
 

    dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; 

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data
 PDRB menurut lapangan usaha dikelompokan dalam 17 sektor ekonomi sesuai 
 dengan KBU 2009 sebagai berikut :
 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
  a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
    - Tanaman Pangan
    - Tanaman Hortikultura



   m.Industri Mesin dan Perlengkapan

   p. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan 

 5.  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

   a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya

   d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

    - Tanaman Perkebunan

   c. Perikanan
 2.  Pertambangan dan Penggalian

   e. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Als kaki

   b. Kehutanan dan Penebangan Kayu

   b. Pertambangan Batubara dan Lignit

 3.  Industri Pengolahan

   h. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

   c. Pertambangan Bijih Logam

   g. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media 

   l. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan 

   n. Industri Alat Angkutan

    Rekaman

 4.  Pengadaan Listrik dan Gas
   a. Ketenagalistrikan
   b. Pengadaan Gas dan Produksi Es

   a. Industri Batubara dan Pengilangan Migas

   k. Industri Logam Dasar

   c. Pengolahan Tembakau

 6.  Konstruksi

    - Peternakan

    Listrik

   d. Industri  Tekstil dan Pakaian Jadi

    Rotan, dan Sejenisnya
   f. Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, 

   j. Industri Barang Galian Bukan Logam

    - Jasa Pertanian dan Perburuan

   a. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi

   b. Industri Makanan dan Minuman 

   i. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

   o. Industri Furnitur

    Peralatan

 7.  Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor

   b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor



   a. Angkutan Rel

   c. Angkatan Laut
   d. Angkatan Suingai, Danau, dan Penyeberangan

   f. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir

   b. Penyediaan Makan Minum

 11. Jasa Keuangan dan Asuransi

   b. Asuransi dan Dana Pensiun

   e. Angkatan Udara

   a. Jasa Keuangan Lainnya

   a. Penyediaan Akomodasi

   b. Jasa Penunjang Keuangan
 12. Real Estat

 9.  Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

 10. Informasi dan Komunikasi

 8.  Transportasi dan Pergudangan

   b. Angkatan Darat

   a. Jasa Perantara Keuangan

 13. Jasa Perusahaan

 15. Jasa Pendidikan
 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

    institusi lainnya, seperti rumah tangga, korporasi, dan pemerintah.

    rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

    Penambangan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang 

 •  Sementara itu, PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen 

   1.`Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, pengeluaran atas barang dan jasa oleh 

    ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada 

    menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap kekas. 

    modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar 

    barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi), 

 17. Jasa Lainnya 

  4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, pengeluaran unit produksi untuk 

    negeri (termasuk perbaikan besar, transfer, atau barter barang modal). 

  3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, nilai seluruh jenis output pemerintah 

   2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT, pengeluaran atas salah satu unit institusi yang 
    harus diperhitungkan keberadaannya dalam perekonomian disamping unit 

   yaitu :

    RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi 

    dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi nilai penjualan 



  5. Perubahan Inventori. Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang 

    kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

    penjualan, barter, hadiah, ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah 

    negeri terhadap residen suatu wilayah Provinsi.

    negeri, disebut ekspor.

    Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang 
    modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

    menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual atau diberikan 
    pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang 
    berasal dari pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara, atau dijual 

  6. Ekspor Barang dan Jasa, transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa 

    Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri 
  7. Impor Barang dan Jasa, transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup 
    pembelian, barter, hadiah, ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar 

  8. Ekspor Luar Negeri adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar 

  10. Ekspor antar daerah adalah kegiatan jual beli barang atau jasa dari satu pulau ke 
    pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi.

2.3. Satuan Pengukuran
 Data dinyatakan dalam juta (kecuali dinyatakan lain dalam tabelnya).

2.4. Periode Acuan
 Triwulanan.

  9. Pimpor Luar Negeri adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar 
    negeri, disebut impor.

3. SUMBER DATA

     Minggu II setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).
3.2. Ketepatan Waktu : Minggu I setelah akhir bulan laporan (web).

3.1. Penyedia / Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

4. PENGOLAHAN STATISTIK

 • Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh BPS menggunakan pendekatan 

 • Pengumpulan data PDRB dilakukan sebagai berikut :
  produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan).

   dikumpulkan dari setiap sektor antara lain berupa data produksi, data harga di 
   tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi, serta data 
   pengeluaran, yang diperoleh baik melalui survei maupun estimasi. 

  - Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan dari instansi terkait. Data yang 

Metode  Pengumpulan Data :



   serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus (seperti survei khusus 

 • Departemen Statistik tidak melakukan pengolahan lebih lanjut pada data dimaksud.

  Perubahan tahun dasar dari 2000 menjadi 2010 dilakukan karena struktur 

   mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah, 
  - Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan dari instansi terkait yang secara resmi 

 • Sejak triwulan IV-2014, data PDRB disajikan menggunakan tahun dasar 2010. 

  konsumsi serta jenis dan kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan.

  perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tersebut telah mengalami perubahan 

   pengeluaran rumah tangga).

  yang signifikan, meliputi perkembangan harga, cakupan komoditas produksi dan 

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian
 Triwulanan.

 Minggu II setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

 Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk 

 Pada saat publikasi data PDRB tahunan, data masih bersifat sangat sementara (**). 
 Data berubah menjadi sementara (*) pada tahun berikutnya. Data berubah menjadi 
 final (angka tetap, tanpa tanda bintang) pada tahun ketiga sejak data tersebut 
 dipublikasikan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

5.6. Format Diseminasi
 Data disajikan dalam bentuk cetak dan exel.

 Data dapat diakses pada :

5.4. Konsistensi

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

 • Website BPS (https://www.bps.go.id/).

5.5. Revisi Data

 mencapai konsistensi data.

 • Website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

 sebelum tahun berjalan.
 Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun 

 Minggu I setelah akhir bulan laporan (web).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi



0. KONTAK

M E T A D A T A

-  Alamat
-  Nama Penyelenggara Statistik 

-  Alamat Email
-  Nomor Faksmili

-  Nama Data

-  Nomor Telepon :

:
:

:
:

:

BICARA (131), Telp. 1500131 (dari dalam dan luar negeri)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali 
Visa on Arrival

bicara@bi.go.id 

Jl. Letda Tantular, No.4, Renon, Denpasar, Bali

-

STATUS UPDATE

Oktober 2022.

PENYAJIAN STATISTIK

• Penerimaan VoA

Permohonan VoA dilakukan di counter Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada area kedatangan di 
pintu masuk udara, darat dan laut. Biaya VoA yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu 
Rupiah) yang pembayarannya dapat dilakukan menggunakan mata uang US Dollar dan 
Rupiah.

wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas Visa Kunjungan 
Saat Kedatangan Khusus Wisata yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk tinggal di Wilayah Indonesia. Diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan.

Cakupan: 
Data VoA disajikan menurut:
• Pembayar VoA

Berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, 
daftar negara subjek  Indonesia berjumlah 75 (tujuh puluh lima) negara. 
Sementara itu, subjek fasilitas Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata tetap terdiri dari 9 
(sembilan) negara, antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Singapura, Thailand dan Vietnam.

• Pertumbuhan Penerimaan VoA



SATUAN PENGUKURAN

PERIODE ACUAN

Bulanan.

DASAR HUKUM/KETENTUAN

Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengelola dan menjaga 
keterbukaan informasi publik. Bank Indonesia juga memberi kesempatan kepada seluruh 
masyarakat untuk dapat mengakses informasi melalui Publikasi SEKDA (Publikasi Cetak dan 
Digital) sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Satuan: 
Data Pembayar VoA dinyatakan dalam satuan lembar voucher.
Data Penerimaan VoA dinyatakan dalam nilai nominal.
Data Pertumbuhan Penerimaan VoA dinyatakan dalam persentase 

Valuta: 
Data Penerimaan VoA dinyatakan dalam Rupiah.

KERAHASIAAN

• Data yang disajikan merupakan data yang bersifat publik.

 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
 dan peraturan terkait kegiatan statistik yang berlaku.

• Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data dan data individual sebagaimana diatur  

KEBIJAKAN TERKAIT DISEMINASI

Minggu terakhir bulan kedua setelah akhir bulan laporan.

FREKUENSI PENDISEMINASIAN

Bulanan.

FORMAT DISEMINASI

Data disajikan pada Publikasi SEKDA (Publikasi Cetak dan Digital) dalam bentuk tabel.

AKSESIBILITAS DOKUMENTASI

Data dapat dilihat pada:
• Publikasi SEKDA (Publikasi Cetak dan Digital)



MANAJEMEN KUALITAS

KEKINIAN DAN KETEPATAN WAKTU

7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan.

REVISI DATA

Data di setiap periode laporan yang dipublikasikan bersifat final (bukan data sementara). Revisi 
data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

Bank Indonesia melakukan validasi terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kualitas 
dan akurasi data, serta asesmen terhadap data sejenis untuk menjaga konsistensi data antar 
statistik.

PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Pengumpulan Data:

Metode Penghitungan:

Selama ini, data VoA dikumpulkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kuta 
menggunakan metode kuantitatif. Kemudian, dikirim ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali dalam bentuk Laporan Penerimaan VoA yang didalamnya memuat rekapitulasi 
penjualan voucher VoA bulanan.

Pengumpulan data VoA dilakukan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kuta melihat 
penjualan voucher VoA yang ditangani di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara 
Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali dan TPI Pelabuhan Benoa-Bali. 
Kemudian, rekapitulasi penjualan voucher VoA bulanan diolah oleh KPw BI Provinsi Bali ke 
dalam 3 cakupan data yaitu:
 1) Pembayar VoA: dimana penghitungan “Pembayar VoA Provinsi Bali” didapat dari  

Metode Pencatatan:
Laporan Penerimaan VoA yang dikirim oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kuta ke 
KPw BI Provinsi Bali memuat rekapitulasi penjualan voucher bulanan yang terdiri dari jumlah 

  “Penerimaan VoA Provinsi Bali”

 3) Pertumbuhan Penerimaan VoA: dimana penghitungan “Pertumbuhan Penerimaan 

  jumlah penerimaan (dalam Rupiah) di TPI Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah 

   VoA Provinsi Bali” didapat dari penghitungan persentase dari  

 2) Penerimaan VoA: dimana penghitungan “Penerimaan VoA Provinsi Bali” didapat dari 

  jumlah voucher VoA terjual di TPI Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali 
  dan TPI Pelabuhan Benoa-Bali

   Rai-Bali dan TPI Pelabuhan Benoa-Bali



xlix

voucher terjual, jumlah penerimaan, kode billing, NTPN, NTB dan jumlah stiker terpakai per 
tanggal penjualan dalam bentuk tabel.

Kemudian, diolah KPw BI Provinsi Bali ke dalam tabel VI.1 Visa on Arrival (VOA) yang memuat 
Pembayar VoA, Penerimaan VoA, dan Pertumbuhan Penerimaan VoA.

Data VoA yang disajikan menggunakan tahun dasar 2014.
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I.1  JUMLAH BANK , KANTOR BANK DAN KANTOR CABANG SERTA JUMLAH PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN DAN KEGIATAN USAHA DI

KPw PROVINSI BALI

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali 



Source : Financial Services Authority of Bali Province 







II.1  JUMLAH AKTIVA RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN BPR MENURUT

KELOMPOK BANK DAN DATI II DI KPw PROVINSI BALI

1) Termasuk Bank Pemerintah Daerah
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran



1) Including Regional Government Banks
2) Since January 2022, the classification of Branch Offices of Foreign Banks is used to replace Branch Offices of Foreign Banks and Joint Banks 



II.2  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT KELOMPOK BANK BERDASARKAN LOKASI KANTOR

PENGHIMPUN DANA DI KPw PROVINSI BALI





1) Simpanan terdiri dari giro, Deposito dan tabungan yang dihimpun dari pihak ketiga sementara BPR hanya terdiri dari Deposito dan tabungan
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran
3) Semenjak Januari 2022, Giro tidak termasuk Kredit Bersaldo Kredit sementara BPR hanya terdiri dari Deposito dan tabungan

II.2  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT KELOMPOK BANK BERDASARKAN LOKASI KANTOR

PENGHIMPUN DANA DI KPw PROVINSI BALI



1) Deposit consist of demand deposit, time deposit and saving deposit collected from third party while BPR only covers time deposit and saving deposit
2) Since January 2022, the classification of Branch Offices of Foreign Banks is used to replace Branch Offices of Foreign Banks and Joint Banks

3) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit”



1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.        
2) Semenjak Januari 2022, Giro tidak termasuk Kredit Bersaldo Kredit        

II.3  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM 

DAN BPR MENURUT GOLONGAN PEMILIK BERDASARKAN LOKASI KANTOR

PENGHIMPUN DANA DI KPw PROVINSI BALI



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). For further explanation please refer to Metadata.
2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.4  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT KOTA/KABUPATEN BERDASARKAN LOKASI KANTOR PENGHIMPUN DANA 

DI KPw PROVINSI BALI





II.4  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT KOTA/KABUPATEN BERDASARKAN LOKASI KANTOR PENGHIMPUN DANA 

DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Giro tidak termasuk Kredit Bersaldo Kredit

Keterangan : *) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya.
Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.5  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT JANGKA WAKTU BERDASARKAN LOKASI KANTOR PENGHIMPUN DANA 

DI KPw PROVINSI BALI





1) Terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
3) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran

II.5  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN

BPR MENURUT JANGKA WAKTU BERDASARKAN LOKASI KANTOR PENGHIMPUN DANA 

DI KPw PROVINSI BALI



1) Comprises Time Deposits, Certificate Deposits and Deposits On Call
2) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 

For further explanation please refer to Metadata.
3) Since January 2022, the classification of Branch Offices of Foreign Banks is used to replace Branch Offices of Foreign Banks and Joint Banks 



II.6  POSISI SIMPANAN MASYARAKAT RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM DAN BPR 
1)MENURUT JUMLAH NOMINAL   DI KPw PROVINSI BALI

1) Terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call          
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.        
3) Semenjak Januari 2022, Giro tidak termasuk Kredit Bersaldo Kredit



1) Comprises Time Deposits, Certificate Deposits and Deposits On Call
2) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 

For further explanation please refer to Metadata.
3) Since January 2022, the classification of Branch Offices of Foreign Banks is used to replace Branch Offices of Foreign Banks and Joint Banks 



II.7  POSISI SIMPANAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALAS BANK UMUM DAN BPR 

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran

II.7  POSISI SIMPANAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALAS BANK UMUM DAN BPR 

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.8  POSISI PINJAMAN RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER 

KELOMPOK BANK MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.8  POSISI PINJAMAN RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER 

KELOMPOK BANK MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.9  POSISI PINJAMAN INVESTASI RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK UMUM 

DAN BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.9  POSISI PINJAMAN INVESTASI RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK UMUM 

DAN BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.10  POSISI PINJAMAN INVESTASI RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR 

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI 

PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.10  POSISI PINJAMAN INVESTASI RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR 

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI 

PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



 

II.11  POSISI PINJAMAN MODAL KERJA RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK 

UMUM DAN BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA 

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.11  POSISI PINJAMAN MODAL KERJA RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK 

UMUM DAN BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA 

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.12  POSISI PINJAMAN MODAL KERJA RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN 

BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI 

PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.12  POSISI PINJAMAN MODAL KERJA RUPIAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN 

BPR MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI 

PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.      
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran      



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.13  POSISI PINJAMAN KONSUMSI RUPIAH DAN VALUTA ASING YANG DIBERIKAN 

BANK UMUM DAN BPR PER KELOMPOK BANK BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.      
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran      



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.14  POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALUTA ASING YANG DIBERIKAN 

BANK UMUM DAN BPR MENURUT GOLONGAN DEBITUR BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI





II.15  POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.15  POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.15  POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





1) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya.
    Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.

II.15  POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.16  POSISI PINJAMAN RUPIAH DAN VALUTA ASING YANG DIBERIKAN BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.16  POSISI PINJAMAN RUPIAH DAN VALUTA ASING YANG DIBERIKAN BANK UMUM 

DAN BPR PER DATI II MENURUT JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN 

LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya.
    Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.





II.17  POSISI KREDIT USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK 

UMUM MENURUT KOTA/KABUPATEN DAN SKALA USAHA BERDASARKAN LOKASI 

PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya.
    Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.





II.18  POSISI KREDIT USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK 

UMUM MENURUT KELOMPOK BANK , JENIS PENGGUNAAN DAN KRITERIA USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.      
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran      



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



II.19  POSISI KREDIT USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG 

DIBERIKAN BANK UMUM MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.19  POSISI KREDIT USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG 

DIBERIKAN BANK UMUM MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.      
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran      



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



1) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya. Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.

II.20  POSISI KREDIT KEPADA USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG 

DIBERIKAN BANK UMUM MENURUT KOTA/KABUPATEN DAN JENIS PENGGUNAAN

BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI KPw PROVINSI BALI





II.21  POSISI KREDIT MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI





II.21  POSISI KREDIT MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI





II.21  POSISI KREDIT MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI





II.21  POSISI KREDIT MIKRO , KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK 

DI KPw PROVINSI BALI

1) Untuk data sebelum tahun 2010 tidak termasuk data Kabupaten/Dati II Lainnya. Note untuk perhatian KPWDN: untuk kasus penghilangan data kabupaten lainnya terkait penyajian data sebelumnya khususnya th 2007 sd. 2009.
2) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) 
    Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.





II.22  PERPUTARAN KLIRING DAN CEK/BILYET GIRO KOSONG 

DI WILAYAH KLIRING BALI

Sumber : Enterprise Datawarehouse Sistem Pembayaran Bank Indonesia



Source : Bank Indonesia’s Enterprise Data Warehouse for the Payment System



II.23  POSISI PINJAMAN RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI BANK

PELAPOR DI KPw PROVINSI BALI





II.23  POSISI PINJAMAN RUPIAH DAN VALAS YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR

MENURUT KELOMPOK BANK DAN LAPANGAN USAHA BERDASARKAN LOKASI BANK

PELAPOR DI KPw PROVINSI BALI

1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 
    Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.      
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran      



1) Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS) Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). 
For further explanation please refer to Metadata.

2) Since January 2022, credit overdraft is excluded from demand deposit



1) Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klasifikasi data Dana berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) 
    Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata.

II.24  POSISI PINJAMAN RUPIAH DAN VALUTA ASING YANG DIBERIKAN BANK UMUM 

DAN BPR MENURUT JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN LOKASI BANK PELAPOR DI 

KPw PROVINSI BALI









Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

Catatan:     
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.) dan dinyatakan dalam ribu USD.    
- Volume ekspor dalam ton.    
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.    
- Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang dalam The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).    
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi open file untuk data Ekspor Non Migas .    
- *) data sementara .    
- **) data sangat sementara .    

III.1  EKSPOR NONMIGAS MENURUT KELOMPOK BARANG

 DI KPw PROVINSI BALI



Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes:
   - Export value recorded under free on board (f.o.b.) and presented in thousands of USD.         

      - Export volume in ton.      
- Since May 2004 part of the reporting method of non oil and gas export has been changed into on-line-system.            

- The group of commodities based on 21 group of The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).            
- Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data            

- *) Provisional data            
- **) Very provisional data            



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

Catatan:     
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.) dan dinyatakan dalam ribu USD.    
- Volume ekspor dalam ton.    
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.    
- Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang dalam The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).    
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi open file untuk data Ekspor Non Migas .    
- *) data sementara .    
- **) data sangat sementara .    

III.2  EKSPOR NONMIGAS UTAMA MENURUT KODE SITC 2 DIGIT

 DI KPw PROVINSI BALI



Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes:
   - Export value recorded under free on board (f.o.b.) and presented in thousands of USD.         

      - Export volume in ton.      
- Since May 2004 part of the reporting method of non oil and gas export has been changed into on-line-system.            

- The group of commodities based on 21 group of The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).            
- Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data            

- *) Provisional data            
- **) Very provisional data            



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

Catatan:               
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.).             
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
      Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Ekspor Non Migas.             
- *) data sementara             
- **) data sangat sementara             

III.3  NILAI EKSPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA PEMBELI

 DI KPw PROVINSI BALI





Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

Catatan:               
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.).             
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
      Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Ekspor Non Migas.             
- *) data sementara             
- **) data sangat sementara             

III.4  IMPOR NONMIGAS MENURUT KELOMPOK BARANG

 DI KPw PROVINSI BALI



Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes:
   - Export value recorded under free on board (f.o.b.) and presented in thousands of USD.         

      - Export volume in ton.      
- Since May 2004 part of the reporting method of non oil and gas export has been changed into on-line-system.            

- The group of commodities based on 21 group of The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).            
- Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data            

- *) Provisional data            
- **) Very provisional data            



Catatan:               
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.).             
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
      Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Ekspor Non Migas.             
- *) data sementara             
- **) data sangat sementara             

III.5  IMPOR NONMIGAS UTAMA MENURUT KODE SITC 2 DIGIT

 DI KPw PROVINSI BALI



Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

         Notes:
         - Import value using cost, insurance, and freight (c.i.f.) and presented in thousands of USD.

         - Import volume in ton.
         - Since April 2004 part of the reporting method of non oil & gas import has been changed into on-line-system.

         - The classification of goods in import statistics applies the current Standard International Trade Classification (SITC) 2 digits.
         - Since 2005 included bonded zone's import.

         - Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas import data.
         - *) Provisional data.

         - **) Very provisional data.
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Catatan:               
- Nilai impor dicatat berdasarkan angka cost, insurance, and freight (c.i.f.).             
- Sejak bulan April 2004 sebagian metode pelaporan impor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
      Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak 2005 termasuk kawasan berikat.             
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Impor Non Migas.             
- *) data sementara.             
- **) data sangat sementara.             

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

III.6  NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA PENJUAL

 DI KPw PROVINSI BALI
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Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes: 
    - Import value recorded under cost, insurance, and freight (c.i.f.).         

             - Since April 2004 part of the reporting method of non oil and gas import has been changed into on-line-system
             1) Including Hong Kong

             2) Other EU consists of Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
               Malta, Poland, Portugal, Czech Rep. Slovak Rep., Slovenia, Sweden and Greece.

    - Since 2005 included bonded zone's import.         
             - Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas import data

             - *) Provisional data
             - **) Very provisional data
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Catatan:               
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.).             
- Sejak bulan Mei 2004 sebagian metode pelaporan ekspor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
      Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi open file untuk data Ekspor Non Migas.             
- *) data sementara.             
- **) data sangat sementara.             

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

III.7  NILAI EKSPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN

 DI KPw PROVINSI BALI
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Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes: 
    - Export value recorded under free on board (f.o.b.).         

             - Since May 2004 part of the reporting method of non oil and gas export has been changed into on-line-system
             1) Including Hong Kong

             2) Other EU consists of Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
               Malta, Poland, Portugal, Czech Rep. Slovak Rep., Slovenia, Sweden and Greece.
             - Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data

             - *) Provisional data
             - **) Very provisional data
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Catatan:               
- Nilai impor dicatat berdasarkan angka cost, insurance, and freight (c.i.f.).             
- Sejak bulan April 2004 sebagian metode pelaporan impor nonmigas mengalami perubahan menjadi sistem on-line.             
 1)  Termasuk Hong Kong.            
 2)  UE Lainnya terdiri dari Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg,            
       Malta, Polandia, Portugal, Rep.Cheko, Rep.Slowakia, Slovenia, Swedia, dan Yunani.            
- Sejak 2005 termasuk kawasan berikat.             
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Impor Non Migas.             
- *) data sementara.             
- **) data sangat sementara.             

III.8  NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA ASAL

 DI KPw PROVINSI BALI
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Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes: 
    - Import value recorded under cost, insurance, and freight (c.i.f.).         

             - Since April 2004 part of the reporting method of non oil and gas import has been changed into on-line-system
             1) Including Hong Kong

             2) Other EU consists of Austria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
               Malta, Poland, Portugal, Czech Rep. Slovak Rep., Slovenia, Sweden and Greece.

    - Since 2005 included bonded zone's import.         
             - Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas import data

             - *) Provisional data
             - **) Very provisional data
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Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data diolah.

Catatan:         
- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka free on board (f.o.b.) dan dinyatakan dalam ribu USD.        
- Volume ekspor dalam ton        
- Sejak bulan Mei 2004 diterapkan pelaporan dokumen ekspor nonmigas secara on-line di beberapa wilayah kepabeanan.        
- Klasifikasi komoditi yang digunakan mengacu pada jenis komoditi ekspor Indonesia dalam publikasi Buletin Statistik.          
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi open file untuk data Ekspor Non Migas         
- *) data sementara         
- **) data sangat sementara         

III.9  EKSPOR NON MIGAS BERDASARKAN KLASIFIKASI KOMODITI UNGGULAN

 DI KPw PROVINSI BALI
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Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

           Notes :
           - Export value recorded under free on board (f.o.b.) and presented in thousands of USD.

           - Export volume in ton.
           - Since May 2004 on-line system report applied in some custom's areas for non oil & gas export documents.

           - Classification of commodity refers to the type of Indonesia's export commodities that prepared by the Central Statistics Agency (BPS-Statistics Indonesia).
           -Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data

           - *) Provisional data
           - **) Very provisional data
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Catatan:             
- Nilai impor sudah termasuk impor dari Kawasan Berikat (sejak Januari 2005) yang dicatat berdasarkan angka cost insurance and freight (CIF) dan dinyatakan dalam juta US dolar.            
- Volume impor dalam ton.            
- Sejak bulan April 2004 diterapkan pelaporan dokumen impor nonmigas secara on-line di beberapa wilayah kepabeanan.            
- Klasifikasi barang berdasarkan kategori akhir penggunaan barang (BEC)            
- Sejak bulan Januari 2009 diterapkan metodologi Open File untuk data Impor Non Migas            
- *) data sementara            
- **) data sangat sementara            

III.10  IMPOR KOMODITI UTAMA MENURUT KLASIFIKASI BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

 DI WILAYAH KPw PROVINSI BALI
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Sources: Directorate General of Customs & Excises, data processed.

             Notes:
   - Export value recorded under free on board (f.o.b.) and presented in thousands of USD.         

      - Export volume in ton.      
- Since May 2004 part of the reporting method of non oil and gas export has been changed into on-line-system.            

- The group of commodities based on 21 group of The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).            
- Since January 2009 open file methodology applied in non oil and gas export data            

- *) Provisional data            
- **) Very provisional data            
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Sumber : Badan Pusat Statistik

Catatan :            
  1) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar dan perhitungan IHK baru (2018 = 100)

IV.1 Indeks Harga Konsumen di Kota Denpasar
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Source : Statsitics Indonesia

           Note :
11) Since January 2020 indices use the new based calculation for consumer price index (2018 = 100)
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IV.2 Indeks Harga Konsumen di Kota Singaraja

Sumber : Badan Pusat Statistik

Catatan :            
  1) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar dan perhitungan IHK baru (2018 = 100)
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Source : Statsitics Indonesia

           Note :
11) Since January 2020 indices use the new based calculation for consumer price index (2018 = 100)
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100
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V.1.  PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA 

ATAS DASAR HARGA BERLAKU



Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100

V.2.  PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA 

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010



Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100
1) Selisih antara PDB menurut sektoral dan penggunaan
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V.3.  PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN 

ATAS DASAR HARGA BERLAKU



Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100
1) Selisih antara PDB menurut sektoral dan penggunaan
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V.4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN 

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
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Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100 

1) Elimination between sectoral and expenditure 
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100
1) Selisih antara PDB menurut sektoral dan penggunaan

V.5.  INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
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Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100 

1) Elimination between sectoral and expenditure 
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Sumber : Badan Pusat Statistik
Menggunakan tahun dasar 2010=100
1) Selisih antara PDB menurut sektoral dan penggunaan

V.6. LAJU IMPLISIT (DEFLATOR) PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
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Source : The Statistics Indonesia
It has been presented based on 2010=100 

1) Elimination between sectoral and expenditure 



Sumber : Bank Rakyat Indonesia KC Kuta
1) Data sejak tahun 2009
2) Data sejak tahun 2009
3) Data sejak tahun 2009
4) Sejak 26 Januari 2010, data VOA tidak terbagi dalam pembayaran ≤ 7 hari dan > 7 hari, namun menjadi pembayaran untuk  ≤ 30 hari
5) Penerimaan VOA juga tidak terbagi dalam USD 10 dan USD 25, namun menjadi single rate USD 25 saja
6) Data VOA periode Januari 2010 pada SEKDA Februari 2010 merupakan data hingga tanggal 25 Januari 2010
7) Data VOA periode Januari 2010 pada SEKDA Maret 2010 telah dikoreksi dengan data terbaru (dilengkapi dari tanggal 26-31 Januari 2010)*
8) Sejak tanggal 3 Juli 2014, tarif VOA berubah dari $25 menjadi $35 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 
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VI. VISA ON ARRIVAL (VOA)



Source : Bank Rakyat Indonesia KC Kuta
1) The data since 2009
2) The data since 2009
3) The data since 2009

4) Since January 26th 2010, the data of VOA hasn't devided for the payment in ≤ 7 days and > 7 days, but the payment was set for ≤ 30 days
5) The revenue from VOA also not devided into USD 10 and USD 25, but already become single rate USD 25

6) The data of VOA period January 2010 in SEKDA February 2010 was still the data till January 25th 2010
7) The data of VOA period January 2010 in SEKDA March 2010 had been revised with the latest data (completed with the January 26-31st 2010 data) 
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